Surat Tugas Sekda Penempatan
Guru Agama Baru di SD Negeri
40/1 Ditolak Warga

Batang Hari, Jambi — Masyarakat Desa Bajubang Laut, Kecamatan
muara bulian, Kabupaten Batang Hari, menyatakan penolakan
terhadap penempatan seorang guru agama baru di SD Negeri 40/1
Bajubang Laut atas nama Rohilawati, S.Pd.I.

Penolakan tersebut disampaikan karena warga menilai sekolah
tersebut saat ini telah memiliki dua guru agama berstatus PNS
dan PPPK yang telah bersertifikasi. Selain itu, kedua guru
tersebut juga merupakan warga asli Desa Bajubang Laut.

Salah satu perwakilan masyarakat menyampaikan bahwa keberadaan
guru tambahan dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah.

“Di SD 40/1 bajubang laur sudah ada dua guru agama yang aktif
dan bersertifikasi. Kami menilai penempatan guru baru ini
tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Masyarakat juga menilai kebijakan yang diambil oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari terkesan
dipaksakan tanpa mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

Lebih lanjut, warga meminta kepada Bupati Batang Hari untuk
mengevaluasi serta membatalkan Surat Keputusan (SK) penugasan
yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Dalam SK tersebut
disebutkan bahwa penempatan dilakukan untuk optimalisasi
tugas, namun warga menilai alasan tersebut tidak relevan
dengan kondisi di SD 40/1 Bajubang Laut.

Warga berharap agar guru yang bersangkutan dapat dikembalikan
ke sekolah asalnya, yakni SD Negeri 155/1 Desa Sungai Buluh
yang merupakan guru agama.

“Kami meminta kebijakan ini ditinjau kembali agar penempatan
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guru benar-benar sesuai kebutuhan dan tidak menimbulkan
polemik di masyarakat,” tambah perwakilan warga.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Batang Hari belum memberikan keterangan
resmi terkait penempatan tersebut. (Red)

Dishub Provinsi Jambi Tidak
Tahu Pengarah Kapal Tongkang
Batubara Bebas Berlabuh di
Tepian DAS Pasar Tembesi

Batang Hari, Jambi — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Batang Hari Komisi II menggelar Rapat Dengar
Pendapat (RDP) terkait laporan dari Perkumpulan Wana Andalas
Lestari (LSM-Lingkungan) mengenai permasalahan bebasnya kapal
tongkang berlabuh di tepian Daerah Aliran Sungai (DAS) wilayah
Kelurahan Pasar Muara Tembesi, Senin (21/04/2026).

RDP ini dihadiri oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Dishub
Batang Hari, Perwakilan DPRD Dapil III, Camat Muara Tembesi,
Lurah Pasar Muara Tembesi, Perkumpulan Wana Andalas Lestari,
masyarakat Desa Suka Ramai dan Kelurahan Pasar Muara Tembesi.

Dalam kegiatan rapat tersebut Perkumpulan WAL mendampingi
perwakilan masyarakat dari Kelurahan Pasar Muara Tembesi dan
Desa Suka Ramai untuk menyampaikan keluh kesah dan tuntutan
terhadap kerugian yang dialami.

Roslina warga RT 01 Kelurahan Pasar Muara Tembesi menyampaikan
bahwa sudah berulang kali meminta tolong kepada pengurus pos
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pandu untuk jangan berlabuh di tepi sungai batang hari karena
melihat tanah sudah banyak erosi.

“Kalau air surut itu, puluhan kapal bertambat di lokasi hampir
sampal ke tengah sungai Batang Hari. Buntut tongkang batubara
berada di posisi tebing tanah saya, jadi Kkadang
tertumbur/tersenggol sehingga mengalami erosi yang
signigfikan,” tuturnya.

Di tanah yang ada batang sawit, menurut Roslina kadang ada
pohon sawit yang jatuh ke sungai sehingga ke mana lagi mencari
hasil pohon sawit yang sudah di tanam selama ini.

“Saya tidak menuntut banyak, saya cuma minta keadilan,”
ucapnya lantang di depan forum RDP.

Ketua Perkumpulan Wana Andalas Lestari menekankan bahwa pihak
yang harus bertanggung jawab ialah orang yang berwenang
mengarahkan kapal tongkang batubara tersebut.

“Kami memohon kepada DPRD Batang Hari untuk mencari tahu siapa
pihak-pihak yang mengarahkan tongkang batubara berlabuh bebas
di bantaran DAS Kelurahan Pasar Muara Tembesi, dan menuntut
untuk ganti rugi tanah masyarakat serta melakukan pemulihan
DAS,” ungkap ketua WAL Randy Pratama, S.Pd.

Tidak hanya 1itu, Randy juga meminta DPRD wuntuk
merekomendasikan Pemerintah membuat surat edaran larangan
berlabuh di bantaran DAS sungai Batang Hari.

Hingga RDP selesai, Ketua WAL mengatakan tidak ada yang berani
mengungkapkan siapa yang mengarahkan kapal tongkang bersandar
di bantaran sungai batanghari wilayah Pasar Muara Tembesi.

“Dishub provinsi seolah tidak tahu dan melepaskan tanggung
jawab soal pihak yang mengarahkan kapal tongkang batubara
berlabuh bebas di sana,” tuturnya.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, RDP akan digelar 1lagi
dengan mengundang banyak pihak berdasarkan arahan Dinas


http://s.pd

Perhubungan Provinsi Jambi. (Ags)

PKB Belum Tentukan Sikap
Terkait Status Terdakwa
IlThamsyah

Batang Hari, Jambi — Salah satu anggota DPRD Kabupaten Batang
Hari dapil 3 Ilhamsyah dari fraksi PKB tersangkut masalah
hukum. Sudah ditetapkan sebagai terdakwa namun Partail
Kebangkitan Bangsa belum menentukan sikap, Minggu
(19/04/2020) .

Sikap ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat,
Marwah dan integritas partai. Menghormati proses hukum,
mencegah konflik kepentingan, menjaga stabilitas kelembagaan
DPRD.

Salah satu sumber berdasarkan pandangan para pengamat politik
dan aktivis anti-korupsi (seperti ICW/Formappi), jika kader
partai yang menjadi anggota DPRD berstatus terdakwa, pendapat
yang berkembang umumnya menekankan pada aspek etika,
kepercayaan publik, dan pertanggungjawaban partai politik:

Pentingnya Sanksi Etika dan Nonaktif:Pengamat menilai partai
politik tidak boleh hanya menunggu putusan berkekuatan hukum
tetap (inkracht). Partai seharusnya langsung mengambil
tindakan tegas, seperti menonaktifkan kader yang bersangkutan
dari keanggotaan DPRD agar tidak menggunakan fasilitas negara
dan menjaga citra lembaga.

Ancaman terhadap Kepercayaan Publik: Kader yang menjadi
terdakwa, apalagi dalam Kkasus Kkorupsi, akan menurunkan


https://suaralugas.com/pkb-belum-tentukan-sikap-terkait-status-terdakwa-ilhamsyah/
https://suaralugas.com/pkb-belum-tentukan-sikap-terkait-status-terdakwa-ilhamsyah/
https://suaralugas.com/pkb-belum-tentukan-sikap-terkait-status-terdakwa-ilhamsyah/

legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik
serta lembaga legislatif (DPRD) secara keseluruhan.

Pergantian Antarwaktu (PAW): Pengamat sering mendorong partai
untuk melakukan PAW atau memberhentikan kader tersebut sebagai
bentuk pertanggungjawaban moral kepada konstituen yang
diwakilinya.

Potensi Politik Uang dan Integritas: Kasus hukum pada anggota
dewan sering dikaitkan dengan biaya politik yang tinggi saat
pemilihan, yang kemudian memicu perilaku korupsi saat
menjabat. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem
rekrutmen di internal partail.

Jangan Melindungi Kader: Partai politik didesak untuk tidak
melindungi kader yang terjerat hukum dan bersikap transparan,
serta mendukung proses hukum yang berjalan.

Secara ringkas, pengamat politik cenderung menuntut ketegasan
sikap partai untuk memberhentikan sementara atau selamanya
kader yang menjadi terdakwa demi menjaga marwah partai dan
kepercayaan masyarakat.

Sumber 1lain juga menyebutkan beberapa hal yang dilakukan
partai, berdasarkan praktik hukum dan politik di Indonesia:

Pemberhentian Sementara atau Nonaktif (Sanksi Internal).
Partai politik sering kali menonaktifkan kader yang berstatus
terdakwa. Secara hukum tata negara, istilah “nonaktif” tidak
dikenal, namun dalam praktik politik, ini berarti kader
tersebut dibebastugaskan dari jabatan strategis di DPR
(seperti pimpinan komisi atau fraksi) untuk fokus menghadapi
proses hukum.

Penggantian Antarwaktu (PAW). Partai memiliki kewenangan untuk
melakukan recall atau memberhentikan anggota DPR yang
berstatus terdakwa kasus tindak pidana berat (seperti korupsi)
dan menggantinya melalui mekanisme Penggantian Antarwaktu
(PAW) .



Verifikasi oleh MKD (Mahkamah Kehormatan DPR). Partai akan
membiarkan MKD melakukan verifikasi terhadap anggota yang
menjadi terdakwa, terutama jika kasusnya berkaitan dengan
pelanggaran kode etik berat atau korupsi, untuk menentukan
pemecatan tetap.

Pencabutan Keanggotaan Partai. Ketua umum partai politik dapat
mencabut keanggotaan (memecat) anggota DPR yang bermasalah
secara permanen.

Pemberhentian Sesuai UU MD, Sesuai Pasal 239 UU MD3, anggota
DPR diberhentikan antarwaktu jika diusulkan oleh partai
politiknya. Hal ini dilakukan jika kader tersebut terbukti
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5
tahun atau lebih.

Namun sejauh ini belum terlihat sikap nyata dari Partai
Kebangkitan Bangsa Kabupaten Batang Hari. Ketua PKB Batang
Hari belum bisa dikonfirmasi untuk memberikan tanggapan. (Red)

As1ik Bermesraan Dengan
Pasangan Baru, Oknum Guru
PPPK Dilaporkan Suami dan
Imam

Batang Hari, Jambi — Oknum guru PPPK SD di Desa Koto Boyo
tengah asik memadu kasih dengan pasangan barunya dilaporkan ke
Inspektorat Kabupaten Batang Hari oleh suami sah dan imam,
Sabtu (11/04/2026).

Laporan tersebut buntut dari dugaan telah melakukan nikah
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sirih tanpa sepengetahuan suami. Tidak hanya itu, sang imam
pun ikut melapor oknum guru PPPK di SD Koto Boyo bernama
Neliyati.

Bukan cuma suami yang dikhianati olehnya, sang imam pun merasa
ditipu olehnya karena memberikan identitas dan keterangan
palsu. Sehingga imam teperdaya untuk menikahkan dengan
pasangannya.

Safriyanto menyatakan selama ini tidak pernah mengucapkan
talak maupun melakukan KDRT kepadanya.

“Selama enam tahun saya menjalani hukuman, hubungan kami baik-
baik saja. Namun, tiba-tiba dia (istrinya) sudah menikah sirih
sebelum sah di pengadilan,” ungkapnya kesal.

“Kalau memang tidak mau bersama lagi tidak masalah, tapi
hormati saya dan mekanisme yang ada.”

“Dia (istrinya) itu guru PPPK banyak persyaratan yang harus
dilalui kalau mau bercerai bukan seperti orang biasa. Selama
ini juga sudah banyak berjuang bersama hingga dia jadi guru
PPPK seperti saat ini, tapi dicampakkan begitu saja,”
tuturnya.

Ia berharap Inspektorat dan Bupati Batang Hari memberikan
sanksi tegas kepada Neliyati.

“Saya berharap Inspektorat dan Bupati Batang Hari untuk
memberikan sanksi yang berat dan memutuskan kontrak kerjanya,
karena bisa mencoreng citra guru,” tegasnya.

Hal yang sama diungkapkan oleh imam Ismail, ia merasa ditipu
oleh Neliyati, karena kebohongannya membuat ia menjadi wali
dan menikahkan dengan pasangannya.

“Kalau saya tau aslinya saya tidak akan mau menikahkan istri
orang. Karena dia mengaku sudah bercerai selama enam tahun,
berasal dari jambi, tidak mempunyai saudara lelaki sebagai
wali nikah dan mengaku mempunyai anak yang masih kecil,”



bebernya.

Karena pengakuannya seperti itu, ia menuturkan bersalah juga
tidak menikahkannya. Bisa ikut berdosa jika membiarkan orang
yang mau menikah.

“Ternyata dia (Neliyati) sudah mempunyai menantu dan cucu. Ia
juga belum sah bercerai secara agama dan negara. Tentu saya
tidak tinggal diam, dan merasa dirugikan secara hukum dan
sosial,” tuturnya.

Ismail juga pasang badan untuk melaporkan perbuatan Neliyati
ke Inspektorat Kabupaten Batang Hari. Dengan tuntutan yang
sama, Ismail meminta Inspektorat memberikan sanksi yang tegas.

Sementara Neliyati saat dikonfirmasi memilih untuk tidak
menjawab. (Ag)

IlThamsyah Anggota DPRD Fraksi
PKB Resmi Jadi Terdakwa

Batang Hari, Jambi — Tersandung kasus dugaan penipuan Delivery
Order (DO) kelapa sawit, Ilhamsyah anggota DPRD Kabupaten
Batang Hari Fraksi PKB resmi menjadi terdakwa. Berkas
perkaranya sudah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan oleh Jaksa
Penuntut Umum ke pengadilan wuntuk disidangkan, Jumat
(10/04/2026) .

Dalam perkara tersebut, korban mengalami kerugian hingga Rp.
7,5 Miliar. Ia sempat di tahan di Polda Jambi pada
(067/03/2025) lalu selama 60 hari.

Kasi Penkum Kejati Jambi, Noly Wijaya, S.H., M.H., membenarkan
bahwa perkara Ilhamsyah sudah dilimpahkan ke pengadilan.
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“Perkara penipuannya sudah dilimpahkan ke PN Jambi, sudah
sidang,” ungkapnya.

Berdasarkan penelusuran, Ilhamsyah dan Kuasa Hukumnya sudah
pernah mengajukan praperadilan atas penangkapan terhadap
dirinya yang dinilai cacat prosedur.

Pengadilan Negeri (PN) Jambi secara tegas menolak permohonan
praperadilan yang diajukan politisi tersebut dalam sidang
putusan yang digelar Senin 9 Februari 2026.

Hakim tunggal dalam amar putusannya menyatakan, penetapan
tersangka Ilhamsyah dalam kasus dugaan penipuan dinilai sah
dan sesuai hukum.

“Menolak permohonan praperadilan pemohon. Penetapan tersangka
telah sah menurut hukum dan undang-undang,” ujar hakim saat
membacakan amar putusan di ruang sidang PN Jambi. (Red)

PT Anpa Maju Bersama
Distribusikan BBM Non Subsidi
Dari Pekanbaru ke Batang
Hari?

Batang Hari, Jambi — Salah satu angkutan BBM Industri Non
Subsidi bermerek PT Anpa Maju Bersama dengan nopol BM 8619 RY
terpantau sedang mendistribusikan minyak non subsidi berjenis
solar ke wilayah Kabupaten Batang Hari, diduga tidak memiliki
izin pengangkutan BBM resmi, Jumat (27/03/2026).

Sang sopir mengaku bahwa minyak yang diangkut berasal dari
Pekanbaru yang akan dikirimkan ke salah satu tambang Batu Bara
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di Koto Boyo.

“Mau dikirim ke tambang koto boyo. Kami dari Pekanbaru,”
ujarnya sambil memperlihatkan surat jalan.

Ditempat yang sama, salah satu yang mengaku pengurus dari PT
Anpa Maju Bersama membenarkan bahwa minyak yang diangkut
berasal dari PT Cosmic Petroleum Nusantara yang beralamat di
Simpang Empat Pekanbaru Kota Pekanbaru Riau.

“Minyak kita dari Cosmic Pekanbaru bang, bisa dilihat di surat
jalan,” ungkapnya.

Berdasarkan surat jalan tersebut, PT Anpa Maju Bersama sebagai
pembeli dari COSMIC untuk diserahkan ke Bukit Kapur Kota Dumai
Riau pada 25 Maret 2026.

Pengangkutan BBM tanpa izin merupakan pelanggaran serius yang
dapat dijerat dengan Undang-Undang Migas. Meski disebut
sebagai BBM non-subsidi, distribusinya tetap wajib memenuhi
aspek perizinan, pengawasan, serta tata niaga yang telah
ditetapkan pemerintah.

Masyarakat mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun
tangan melakukan penyelidikan menyeluruh. Jika terbukti
terdapat pelanggaran, seluruh pihak yang terlibat diminta
diproses sesual hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. (Red)

Polsek Maro Sebo Ulu
Tertibkan Aktivitas Dompeng
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di Sungai Batanghari

Batang Hari, Hambi — Aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Maro
Sebo Ulu melaksanakan penertiban aktivitas penambangan emas
tanpa 1izin (PETI) menggunakan mesin dompeng di aliran Sungai
Batang Hari, Rabu (18/3/2026) sekitar pukul 09.30 WIB.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Maro Sebo
Ulu, Aipda Frit Boas M. Parhusip, bersama anggota Reskrim dan
Bhabinkamtibmas Aiptu Masadi Priadi. Penertiban dilakukan di
RT 13 Desa Sungai Ruan Ilir, Kecamatan Maro Sebo Ulu,
Kabupaten Batang Hari.

Penertiban ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat
terkait aktivitas dompeng sedot emas di tepi Sungai Batanghari
yang dinilai telah menyebabkan longsor serta berpotensi
merusak lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, Polsek Maro Sebo Ulu turut bekerja sama
dengan pemerintah desa setempat, termasuk Kepala Desa Sungai
Ruan Ilir, Ferry Pertama, S.Pd., serta melibatkan masyarakat
setempat.

Petugas memberikan edukasi dan pemahaman kepada para pelaku
mengenal larangan aktivitas penambangan ilegal sesuai dengan
Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Selain itu,
disampaikan pula dampak negatif dari kegiatan tersebut,
seperti kerusakan 1lingkungan dan pencemaran air Sungai
Batanghari.

Kegiatan penertiban berlangsung dalam keadaan aman, tertib,
dan lancar. (Red)
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Jindi South Jambi Ajak Awak
Media Buka Bersama

Batang Hari, Jambi — Guna mempererat tali silaturahmi antara
SKK Migas — Jindi South Jambi B Co L.td dan Media dalam
memperkuat kekeluargaan, Perusahaan Migas yang berlokasi di
Simpang Sungali Rengas, Kecamatan Marosebo Ulu menggelar buka
puasa bersama awak media yang dilaksanakan di Rm Danau
Singkarak Sungai Rengas, Selasa (17/03/2026).

Buka bersama antara keduanya tentunya tidak lain untuk
menjalin sinergitas dan kerjasama antara perusahaan migas
yakni Jindi South Jambi dengan media dilingkungan sekitar.

“Kita berharap hubungan antara Jindi dan media terus terjalin
dengan baik, serta terus bersinergi,” Ujar Taufik Humas Jindi.

Ia menyampaikan, dengan adanya sinergi yang kuat antara kedua
pihak, diharapkan dapat menjaga silaturahmi dengan baik.

Kemudian kegiatan buka bersama ditutup dengan sesi foto
bersama dan pembagian paket parcel Lebaran, yang semakin
mempererat kebersamaan di antara SKK Migas — Jindi South Jambi
B Co L.td dan Media. (Red)

Oknum Guru SD di Koto Boyo
Diduga Lakukan Poliandri

Batang Hari, Jambi -Seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) di salah satu sekolah dasar negeri di
Kabupaten Batanghari menjadi sorotan publik, Senin
(16/03/20206) .
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Oknum yang diketahui bertugas di SD Negeri 84/1 Koto Boyo,
Kecamatan Batin XXIV itu diduga terlibat persoalan asmara yang
dinilai menyalahi aturan kepegawaian.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, oknum PPPK tersebut
berinisial L. Ia dikabarkan masih memiliki suami sah, namun
diduga kembali menikah secara siri dengan pria lain.

Kabar tersebut memicu konflik rumah tangga yang cukup serius.
Apalagi, oknum PPPK berinisial L diketahui baru dinyatakan
lulus dan resmi diangkat sebagai PPPK pada tahun 2025 lalu.

Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, pernikahan
siri itu diduga dilakukan dengan seorang pria berinisial R,
yang disebut-sebut merupakan warga Muara Tembesi.

Salah seorang kerabat dari suami sah oknum PPPK tersebut
membenarkan adanya kabar pernikahan tersebut.

“Memang benar informasi itu. Si L dikabarkan menikah lagi
dengan lelaki bernama R. Padahal statusnya dengan suami sahnya
sampai sekarang belum resmi bercerai,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa pernikahan tersebut diduga dilakukan
secara di bawah tangan atau tidak tercatat secara resmi.

“Mereka menikah sebelum menyambut bulan puasa. Pernikahannya
di bawah tangan, tapi tempat mereka menikah saya kurang tahu
persis di mana,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari
pihak sekolah maupun instansi terkait mengenai kebenaran kabar
tersebut.

Kasus ini pun menjadi perbincangan di tengah masyarakat dan
diharapkan segera mendapat klarifikasi dari pihak berwenang.
(Red)



Seorang Anak Polisi
Dilaporkan Diduga Larikan
Anak Gadis Orang

Batang Hari, Jambi — Orang tua sang anak resmi melaporkan
dugaan tindak pidana perampasan hak terhadap anak dan
perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 454 KUHP vyang
terjadi di Kecamatan Muara Tembesi ke Polres Batang Hari,
Senin (16/03/2026).

SP warga Muara Tembesi resmi melaporkan ke Polres Batang Hari
pada (14/03) lalu, dengan Nomor:
STBPP/72/111/Res.1.24/2026/Reskrim bertanda tangan petugas
Bripda Yudhistira Hady Prayoga.

Dalam laporannya SP menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi
pada Selasa, 14 Januari 2026 sekitar pukul 13.00 WIB di
kediamannya di Wilayah Kecamatan Muara Tembesi.

Saat dirinya sedang membeli peralatan mobil di wilayah Muara
Tembesi, sang 1istri memberi kabar bahwa anak mereka yang
berinisial FL, telah pergi bersama seorang laki-laki bernama
JS dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berwarna
hijau.

Mendapat kabar tersebut, SP langsung pulang ke rumah untuk
memastikan keadaan anaknya. Namun setelah dicek, benar bahwa
anaknya telah pergi bersama pria tersebut.

Saat ditanyakan kepada istrinya mengenai tujuan anaknya pergi,
sang istri mengaku tidak mengetahui keberadaan mereka.

Menurut pengakuan SG, pria berinisial J merupakan anak dari
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seorang anggota polisi aktif yang bertugas di Polres Batang
Hari.

“Pria inisial J itu merupakan teman pria yang dekat dengan
anak saya yang merupakan anak dari seorang polisi yang
bertugas di Polres Batang Hari berinisial MA,"” sebutnya.

“Saya berharap pihak kepolisian dapat menindaklanjuti laporan
saya dengan profesional,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan dari orang
tua J yang merupakan polisi aktif. (Red)



